PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
J1. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ /& /POL.PP&PK-PS/2020
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH (ADMIN SIRUP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah vang efesien,
efektif. terbuka, transparan, bersaing  adil/tdak
diskriminatif dan akutanbel sangat diperlukan bag
ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas,
schingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan
publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka dipandang perlu penunjukan Petugas
Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan dengan Surat Keputusan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25] Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77} jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengrlolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400},

4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Kruangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemenntah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4418),

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723),

2007 tenitang
Republik
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6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

8. Perat)uran Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :  Menunjuk Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Sdr. Reddo Febri,
Tempat Tanggal Lahir, Padang 20 Februari 1996.

Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana pada
Diktum Pertama mempunyai tugas :

e Melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan
termasuk perubahannya.

e Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui
Aplikasi SiRUP, setelah mendapat persetujuan dari
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA :  Dalam melaksanakan tugas, Petugas Admin bertanggungjawab
kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan.
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/ KETIGA . Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterapkannya keputusan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebz}karan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belan.]’a Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah

ditetapkan dan apabila terdapat ke

keliruan dalam penetapan

Surat Keputusan ini, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

Painan
E Januari 2020
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IPAL, S.Sos, Msi

'\":{DAH)’ >
Permbina Utama Muda/ 1V.c

NIP. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati/Wakil BupatiPesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspetorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yang bersangkutan.
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